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PERUBATIAIY KErIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 9 TAHUIT 2AL4 TENTAITG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALAHAIT DINAS
BAGI P&'ABAT, PEIGAtrIAI NEGERI SIPIL DAN NOIT PEIGAWAI NEIGERI SIPIL

DI LIISGKUIVGAIT PEMERINTATI DAERATI KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang

DENGAIII RAHMAT TT'I{AT{ YAHG MAHA ESA

BUPATI BARIT1O TIMUR,

bahwa untuk mencapai tertib administrasi agar lebih efektif dan
efisien terhad.ap pengelolaan keuangan daerah khususnya
perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non
Pegawai Negeri Sipil dilingkrrngan Pemerintah Kabupaten Barito
Timur, maka dipandang llerlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati Barito Timur tentarrg Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Din.as Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil
dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur;

1. Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabrrpaten Katingan, Katmpaten Seruyan, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten
Barito Timur di Provinsi }ialimantan Tengah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA2 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20li tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-untlangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AlL Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tatrun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lrmbaran Negara Nomor:i587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan L'ndang-Undang Nomor 9 Tahun 2A15
tentang Perubahan Kedtra Atas Undang-Undang Nornor 23
Tahun 2Ol4 tentang Perrrerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5579):- .,,

4. Undang-Undang Nomor 3;O Tahun 2Al4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2Al4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan flaerah (l,embaran Negara Republilk

Mengingat



Indonesia Tahun 2005 Nornor i4O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang
Pedoman Pengelolaan Ke'uangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik lndonesra Nomor 2l Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2ALI tentang
Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai
dilingkungan Kementeriarr Dalam Negeri, Pemerintah Daerah
dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
{Berita Negara Republik In,lonesia Tahun 20ll Nomor 6O);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat. Daerah Kabupaten Barito Timur
(I",embaran Daerah Kabuprrten Barito Timur Tahun 2016 Nomor
31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 28);
Peraturan Bupati Banto 'limur Nomor 9 Tahun ZAU tentang
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabtipaten Barito Timur {Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur .\omor 47 Ta}r:un 20l4l sebagaimana
telah beberapa kali diuba,h terakhir dengan Peraturan Bupati
Barito Timur Nomor 13 Tlrhun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Etarito Timur Nomor 9 Tahun 2Al4
tentang Pedornan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bag Pejabat,
Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita
Daerah Kabupaten Barito llimur ?ahun 2A15 Nomor 13);

MEMUTUSI{AN :

Menetapkaa: PERATURAII BUPATI TEITTANG PERITBAIIAN KEIIGA ATAS
PERATURAI{ BUPATI BARITO TIIIIUR NOMOR 9 TATIUN 2OL4
TENTANG PEDOMAN PEI,AKSAITAAN PER.IAI,ANAN DINAS BAGI
PE-IABAT, PBGAWAI NBGERI SIPII DAN NON PBGAUTAI NEIGERI
SIPIL DI LIISGKUITGAIS PEMERIilTATI DAERAII KABUPATEN
BARIT'O TIMUR.

ilasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9
Talrun 2AL4 tentang Pedoman Pelal<sanaan Perjalanan Dinas Bag
Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2OL4 Nomor 47), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito
Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2AV tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas llagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2OL6 Nomor 13) diubah dan ditambah sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut :

6.

7.

8.

9.



Pasal 11

(1) Pejabat yang berwenang menandatangani sr dan sPD perjalanan
dinas luar daerah sebagai berikut :

a. ST dan SPD Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh
Bupati atau oleh Wakil Bupati jika Bupati berhalangan;

b. sr dan sPD Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani
oleh Ketua DPRD atau oleh Pimpinan DPRD lainnya jika Ketua
DPRD berhalangan;

c. ST dan SPD Pejabat Eselon II, Camat dan Direktur Rumah Sakit
ditandatangani oleh Bupati atau wakil Bupati jika Bupati
berhalangan atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap
melaporkan dan mendapal persetujuan Bupati;

d. ST dan SPD Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, pejabat
Eselon IV, PNS, dan Non t,NS ditandatangani oleh Wakil Bupati
atau Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-
masing Dinas/Badan jika Wakil Bupati berhalangan.

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani sr dan sPD perjalanan
dinas dalam daerah sebagai berikut :

a. ST dan SPD Bupati dan rJ/akil Bupati, ditandatangani oleh
Bupati atau oleh Wakil Bupati jika Bupati berhalangan.

b. sr dan sPD Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani
oleh Ketua DPRD a-tau olehr Pimpinan DPRD lainnya jika Ketua
DPRD berhalangan.

c. ST dan SPD Pejabat Eselorr II, Camat dan Direktur Rumah Sakit
ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati jika Bupati
berhalangan atau pejatat yang ditunjuk dengan tetap
melaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;.

d. ST dan SPD untuk tugas pemeriksaan dan /ata'u pengawasan
yang dilakukan oleh Pejatrat Struktural, Pejabat Fungsional di
lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Timur ditandatangani
oleh Bupati.

e. ST dan SPD Pejabat Esekln III, Eselon IV, PNS dan Non pNS
dilingkungan Sekretariat fraerah ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

f. ST dan SPD Pejabat Esebn III, Eselon IV, PNS dan Non pNS
diiuar sekretariat Daerah ditandatangani Kepala SKPD atau
Pejabat lain yang ditunjuk.

g. ST dan SPD Kepala UPTD rlan PNS Non Struktural dilingkungan
UPTD, ditandatangani ole h Kepala UPTD atas nama Kepala
SKPD.

h. ST dan SPD Pejabat Struktural, PNS Non Struktural dan Non
PNS dilingkungan Pemerirrtah Kecamatan ditandatangani oleh
Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

i. ST dan SPD Lr:rah ditandatangani oleh Camat atau Pejabat lain
yang ditunjuk.

j. ST dan SPD Pejabat Strukl:ural, Non Struktural dan Non PNS di
lingkungan Kelurahan/Desa ditandatangani oleh Lurah/Kepala
Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Penomoran ST oleh SKPD yang, mengusulkan Perjalanan Dinas
Bentuk dan format ST sebagaimana lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.

(3)
(4)



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal a\ JUUI 2o-1.7

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal gt JuLl 2Al7

SEKRETAzuS DAERAH
KAE}UPATEN BARITO TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2OL7 NOMOR 13

ESKOP


